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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan atau yang lazim disebut Perkawinan1 secara terminologi
sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Fiqh adalah “Akad yang menjadikan
halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling
tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di
antara keduanya.”2 Salah satu ayat al-Qur’an yang dijadikan sebagai dasar untuk
menjelaskan tujuan pernikahan adalah QS. al-Rum : 21 sebagai berikut :
 َاھَْیِلإ اُونُكَْسِتل اًجاَوَْزأ ْمُكُِسفَْنأ ْنِم ْمَُكل ََقلَخ َْنأ ِِھتَاَیآ ْنِمَو
 َنوُرََّكَفَتی ٍمَْوِقل ٍتَاَیَلآ َِكلَذ ِيف َِّنإ ًةَمْحَرَو ًة َّدَوَم ْمَُكنَْیب َلَعَجَو
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Ruum :21).
Ulama tafsir menyatakan bahwa ada tiga kata kunci yang disampaikan
oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang
1Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan
pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” WJS.
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 676. M.
Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  Edisi Revisi, (Jakarta :Difa
Publisher, 2000), hlm. 211.
2Abu Zahrah, Fiqh al-Islam, Dar al-Manar, Kairo, 1990, hlm. 334. Taqiyuddin bin Abu
Bakar, Kifayat al-Akhyar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 36. Imam Muhammad Bin Isma'il
Kahlani al-Shan’aniy, Subul al-Salam., (Bandung : Maktabah Dahlan, tt), Jilid IV,  hlm. 4.
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ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari suasana
sakinah dan mawaddah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan yang sehat
dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan
kasih suami istri dan anak-anak mereka.3
Dalam konteks inilah Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan
hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari’atkannya perkawinan
tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping
bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia
agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan
kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin yang
memiliki perbedaan dalam cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan
dan lain-lain.4 Tujuan Perkawinan dalam Islam sebagaimana dikemukakan, juga
terungkap dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 1, bahwa Perkawinan ”Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."5
Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa
3Abu Abdillah al-Qurtubi, al-Jami’li Ahkam al-Qur’an, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz  XIV, hlm.
16-17. al-Qasimi, Tafsir al-Qasimiy, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XIII, hlm. 171-172.
4Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974), hlm.
102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, (Kairo : Nahdhah Misr, 2003), hlm. 101.
5Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastroatmodjo
dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia,(Jakarta : Bulan Bintang, 1975), Cet. ke-1, hlm.
79. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:
Departemen Agama RI,  2001), hlm. 14.
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Pernikahan adalah : “Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”6
Berdasarkan urian di atas jelaslah bahwa dengan adanya pernikahan
hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam suatu
ikatan lahir dan bathin yang kuat dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan
sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ibadah. Di samping itu, dengan adanya
pernikahan merupakan sarana bagi manusia untuk menyalurkan kebutuhan
bilogis sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti
halnya sex bebas (free sex), prostitusi dan lain sebagainya. Dengan cara
pernikahan maka akan lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari
perbuatan zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW riwayat al-
Bukhari dan Muslim bersumber dari Abdullah bin Umar ra. :
 َای  ملسو ھیلع الله ىلص ِ َّالله ُلوُسَر َاَنل َلَاق َلَاق ِ َّالله ِدْبَع ْنَع
 ُّضََغأ ُھَِّنَإف ْج َّوََزَتیَْلف َةَءَابْلا ُمُكْنِم َعَاَطتْسا ِنَم ِبَاب َّشلا َرَشْعَم
 ُھَِّنَإف ِمْو َّصلِاب ِھَْیلََعف ْعَِطتَْسی َْمل ْنَمَو ِجَْرفِْلل ُنَصَْحأَو ِرََصبِْلل
 ٌءاَجِو َُھل
Bersumber dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata, Rasulullah SAW.,
bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda ! Siapa saja di antara kamu
yang telah memiliki kesanggupan (untuk menikah), maka menikahlah,
karena dengan dengan begitu dapat menahan pandangan mata dan
menjaga kemaluan (berbuat zina), dan bagi siapa saja yang belum
memiliki kesanggupan untuk menikah hendaklah berpuasa, karena
6Ibid., hlm. 80.
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dengan itu dapat menjadi benteng (mencegah dari perbuatan zina).”(HR.
al-Bukhari dan Muslim).7
Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi
yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalami kemajuan serta
perubahan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya
memberikan dampak positif, akan tetapi juga telah membawa dampak negatif
bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya dekadensi moral remaja.
Fenomena yang menjamur di kalangan remaja dewasa ini yang sulit terelakkan
akibat kemajuan zaman adalah munculnya pergaulan bebas, perzinaan dan
terjadinya kehamilan di luar nikah. Prihal kehamilan di luar nikah sudah
diketahui secara jelas sebagai perbuatan zina yang merupakan dosa besar yang
harus ditanggung oleh kedua pasangan pria yang menghamilinya dan wanita
yang hamil. Persoalan selanjutnya adalah jika pasangan pria dan wanita tersebut
kemudian memilih untuk melangsungkan pernikahan, maka bagaimana status
hukum pernikahannya, dan bolehkah keduanya dinikahkan?
Para ulama imam mazhab fiqh berbeda pendapat, apakah wanita yang
hamil itu boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang
menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Tetapi ada pula pendapat imam
mazhab yang tidak membolehkan wanita yang hamil itu melangsungkan
7Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Isma’il al-Bukari, Imam al-Bukhari, Shaheh al-
Bukhari, (Semarang : Toha Putra, 2004), Juz VIII, hlm. 87. Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-
Qushairiy al-Naisburiy, Imam Muslim, Shaheh Muslim, (Semarang : Toha Putra, 2004), Juz IV, hlm.
128.
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perkawinanya. Dalam kaitannya dengan pernikahan wanita hamil, Imam Hanafi
mengatakan :
 ِيف اَمَك َاَھلْمَح َعََضت ىَّتَح ُجْو َّزلا َاِھب ُِّرُقی َلاَو ُحاَكِّنلا ُزوَُجی
 َّلَحَم َّلََحف َُھل َةَمْرُح َلا ِِّيبْرَحْلا َءاَم ََّنِلأ ؛ َان ِّزلا ْنِم ِلِماَحْلا
 ْنِم َُعنُْمَتف ِبَسَّنلا ِِتبَاث ٍَدلَِوب ٌلِماَح َاھََّنأ ِل ََّوْلأا ُھْجَو َان ِّزلا
ًاطَاِیتْحا ِحاَكِّنلا
Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-
laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Wanita hamil karena
zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak
boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya.
Meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-
laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam
kandungan itu lahir.8
Menurut Imam al-Syafi’i:
 َلا ُھَِّنَإف َان ِّزلا ُءْطَو َّمأ ُّلَِحیَو ِھِْیف َة َّدِع َنِم ِلِماَحلِاب ُجْیِوْزَّتلا
َىلَع ٌلِماَح َيِھَو َاھُءْطَوَو َان ِّزلا ّحَصلأا
Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil
karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks
sekalipun dalam keadaan hamil. Perkawinan wanita hamil itu dapat
dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Seorang
wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia
melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka
kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.9
8Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-
Ilm al-Malayin, tt), Juz V, hlm. 450-451. Abd. al-Rahman al-Jazairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-
’Arba’ah, (Mesir : al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), Jilid II, hlm. 75.
9Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’y, al-Umm, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 120,
Juz VII, hlm. 163. Taqiyuddin, op. cit., Juz II, hlm. 36.
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Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan
yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus
mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.10 Untuk mendukung
pendapatnya, mereka mengemukakan alasan dengan hadis :
 ُهَءاَم َِىقَْسی َْنأ ِرِخلآا ِمَْویْلاَو ِ َّ ِاب ُنِمُْؤی ٍئِرْمِلا ُّلَِحی َلا
 ُنِمُْؤی ٍئِرْمِلا ُّلَِحی َلاَو  َىلَابَحْلا َنَایِْتإ ِىنَْعی .ِهِرْیَغ َعْرَز
 ِرِخلآا ِمَْویْلاَو ِ َّ ِاب ىَّتَح ِىْب َّسلا َنِم ٍَةأَرْما َىلَع ََعَقی َْنأ
َاَھئِرَْبتَْسی
Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat
menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-
wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai
menghabiskan istibra’nya (iddah) satu kali haid. (HR. Muslim, Abu
Dawud, al-Turmudzi, Ibnu Majah dan Ahmad).11
Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan dari
hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah.
Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan
yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adapun penentuan
larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu,
wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh
10Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna’, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm.
115. Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah al-Maqdisiy al-Hanbaliy, al-
Mughniy, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, tt), Juz XV, hlm. 187-188. Imam Abu Abdillah al-
Qurtubiy, op. cit., Juz  XIV, hlm. 16.
11Imam Muslim, op. cit., Juz IV, hlm. 129. Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, Sunan
al-Turmudziy, (Beirut : Dar al-Fikr, 1980), Juz IV, hlm. 464. Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy,
Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), Juz I, hlm. 653.
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melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Status
perkawinan wanita hamil karena zina telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
sebagaimana dapat ditemukan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 sebagai
berikut :
1) Seorang wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan pria
menghamilinya; 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan
pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu
kelahiran anaknya. 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat
wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang
dikandung lahir.11
Pasal 53 ayat 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu
benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan
kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam KHI
perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah. Namun
perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan
laki-laki yang menghamilinya.12 Pasal inilah kemudian menjadi dasar hukum
pernikahan wanita hamil di karena zina yang dilaksanakan oleh para Pegawai
Pencatat Nikah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Perkawinan wanita hamil karena zina di beberapa Kantor Urusan Agama
sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut telah banyak
dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Rokan Hulu.
Hal ini sesungguhnya, selain bertentangan dengan pendapat Imam mazhab (Imam
11Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, op. cit., hlm. 79. Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 14.
12Ibid.
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Malik dan Imam Ahmad) yang ketidakbolehan mengawini wanita hamil, juga
dalam praktek pelaksanaannya perkawinan wanita hamil karena zina ini dapat
menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang memerlukan pemecahan,
karena jika perkawinan wanita hamil di karena zina dilangsungkan, akan
menimbukan persoalan lain, yaitu tentang status anak yang dikandung oleh wanita
tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal
42-43, dijelaskan sebagai berikut:
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan (2) Kedudukan anak
tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.” (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang
dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya
telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
(2)Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas
permintaan pihak yang berkepentingan.13
Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100-102, juga dijelaskan sebagai
berikut :
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami yang mengingkari
sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan
pengingkarannya dengan li’an. Suami yang akan mengingkari seorang
anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari
sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa
isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia
mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.14
13Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, Pasal 43 Ayat (1) dan (2),
dan Pasal 44 Ayat (1) dan (2).
14Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademi Presindo, 1995),
Pasal 100-102.
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Pernikahan wanita hamil karena zina di Kantor-kantor Urusan Agama
Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan data yang ditemukan di lapangan diketahui
bahwa kasus perkawinan wanita hamil karena zina sepanjang tahun 2011-2012
telah terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan
tercatat sebanyak 44 kasus/pasangan, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai
berikut:
TABEL 1.1
KASUS PASANGAN NIKAH WANITA HAMIL KARENA ZINA
DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011-201215
NO. KUA/KECAMATAN
JUMLAH PASANGAN
NIKAH HAMIL/TAHUN JUMLAH
2011 2012
1. Rambah 3 1 4
2. Tambusai 1 2 3
3. Kunto Darussalam 1 1 2
4. Rokan IV Koto 2 2 4
5. Rambah Samo 1 - 1
6. Tandun 4 3 7
7. Rambah Hilir - 3 3
8. Tambusai Utara 7 1 8
9. Kabun 8 5 13
10. Bonai Darussalam 1 - 1
11. Kepenuhan Hulu - - -
12. Kepenuhan - 2 2
13. Ujung Batu - 5 5
14. Bangun Purba - - -
15. Pagaran Tapah - - -
16. Pendalian IV Koto - 1 1
JUMLAH 28 26 54
15Sumber Data, Dokumentasi, Kantor Kementrian Agama Republik Indonesia Kabupaten
Rokan Hulu, 2012.
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Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 3 telah
disebutkan bahwa “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita
hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung
lahir.” Namun berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara tertutup,
beberapa pasangan suami isteri yang wanitanya hamil karena zina tersebut oleh
masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pernikahan ulang atau
memperbaharui pernikahan (tajdid al-nikah) atas saran dari Tokoh Agama/Tokoh
Masyarakat dan dorongan dari pihak keluarga, bahkan atas permintaan dari
pasangan suami isteri itu sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan perasaan
was-was tentang status hukum pernikahan mereka.16 Bahkan, untuk berhati-hati/
memantapkan hati (ihtiyath) dan memperindah (tajammul), tidak ada salahnya
pasangan suami isteri tersebut memperbarui nikah (tajdid al-nikah). Di antara
mereka mengemukakan alasan dengan menggunakan kaedah Ushul Fiqih,  جورخلا
بحتسم فلاخلا نم (keluar dari khilaf (perbedaan) ulama itu dianjurkan) dan
pendapat ulama Syafi’iyyah,17 sebagai berikut :
 ُنوَُكی َلا ًَلاثَم ٍنَاث ٍدْقَع ِةَروُص َىلَع ِجْو َّزلا َِةَقفاَوُم َد َّرَجُم ََّنأ
 ِةَمْصِعْلا ِءاَِضقْنِاب ًافاَِرتْعا ُلأْا َُوھَو ِھِیف ََةیَانِك َلاَو َْلب َىلو
 َلَاق َْنأ َىِلإ ٌرِھَاظ ِجْو َّزلا ْنِم ٍَبلَط ِد َّرَجُم ِيف َاُنھ اَمَو
16Beberapa pasangan suami isteri yang hamil di luar nikah dan melakukan pernikahan ulang
tidak dipublikasikan mengingat dan menimbang harga diri pasangan tersebut sehingga wawancara
dilakukan secara tertutup. Sumber Data : Wawancara, Pasir Pengarayan Kabupaten Rokan Hulu, 2012.
17Sumber Data : Wawancara, Pasir Pengarayan – Rokan Hulu, 2012.
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 ٍطَاِیتْحا َْوأ ٍل ُّمََجِتل ُھْل ََّمَأَتف… ُزاَوَج َان ِّزلا َىلَع ِِھلْمَح ُسَاِیقَو
 ِدیِدْجَّتلا ِحاَكِّنلا ْلََّمَأُتیَْلف اًضَْیأ ُھَعَم!
Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua
(memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung
jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari
pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini
(dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau
berhati-hati. Analogi ini menjadi dasar bolehnya memperbahrui nikah
bagi  wanita hamil karena zina. Oleh karena itu camkanlah!18
Adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah, Tokoh Agama dan
sebagaian masyarakat tentang pernikahan ulang bagi wanita yang hamil karena
zina menimbulkan perasaan perasaan was-was tentang status hukum pernikahan
mereka dan tidak jarang menimbulkan perdebatan panjang di antara mereka.
Masyarakat menuntut agar pernikahan mereka diulang, sementara pihak
Pemerintah dalam hal ini KUA/Pegawai Pencatat Nikah hanya melaksanakan
tugas dan kewajiban menikahkan satu kali sesuai ketentuan aturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh masyarakat
merasakan semacam ada tuntutan wajib untuk mengulang pernikahan dalam
kasus wanita hamil di luar nikah. Hal ini seiring dengan adanya ulama Syafi’iyah
yang berpendapat bahwa prosesi pernikahan ulang tersebut merupakan tugas dan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.19
18Syihab al-Din Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makkiy, Tuhfah al-Muhtaaj Li Syarh al-
Minhaj, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz VII, hlm. 391. Abu Zakariya al-Anshari, Syarh al-Buhjah al-
Wardiyyah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XVI, hlm, 459.
19Imam Ramli al-Syafi’i, I’anat Thalibin, (Semarang : Toha Putra, 2002), Juz III, hlm. 302.
Ibrahim al-Marwaziy, Asna al-Mathalib, (Semarang : Toha Putra, 2000), Juz III, hlm. 157.
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Setelah memperhatikan uraian di atas, pada gilirannya mendorong penulis
untuk melakukan satu studi berjudul : PERNIKAHAN ULANG BAGI
WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM. Dengan memperhatikan kesenjangan yang
ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan bidang garap yang amat
menarik.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini
jika diidentifikasikan, mencakup :
a. Pandangan Islam tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, dalil-dalil al-
Qur’an dan Hadis tentang wanita hamil di luar nikah.
b. Pendapat dan komentar para ulama fikih tentang pernikahan wanita hamil di
luar nikah.
c. Status anak yang dilahirkan dari pernikahan dengan wanita hamil karena zina
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam.
d. Persepsi masyarakat tentang pernikahan ulang wanita hamil karena zina di
Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Fikih.
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2. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini sebagaimana
yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis fokuskan
pada persepsi masyarakat tentang pernikahan ulang wanita hamil karena zina di
Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
3. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang
dapat penulis rumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan wanita hamil karena zina
di Kabupaten Rokan?
b. Bagaimana pelaksanaan pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina
dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari
Kompilasi Hukum Islam?
C. Tujuan Penelitian
Adapun harapan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pernikahan wanita hamil
karena zina di Kabupaten Rokan Hulu,
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan ulang bagi wanita hamil karena
zina dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari
Kompilasi Hukum Islam.
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D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah
khasanah intlektual bagi :
1. Secara akademis, tentu merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat
berarti dalam bidang Hukum Islam,
2. Hasil penelitian ini setidaknya mendatangkan manfaat masyarakat secara luas,
khususnya bagi para calon suami isteri yang akan memasuki jenjang
perkawinan agar perkawinan mereka kelak dapat mewujudkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
3. Bagi Pemerintah dan para pembuat undang-undang hasil penelitian ini  dapat
dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan keberlakuan
Kompilasi Hukum Islam.
E. Kajian Penelitian Relevan
Penelitian ini berjudul pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina
menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kabupaten Rokan Hulu), dengan
pokok permasalahan : (1) Bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan
wanita hamil karena zina di Kabupaten Rokan Hulu ? dan (2) Bagaimana
pelaksanaan pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina dalam kehidupan
masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
Sepanjang yang penulis ketahui belum ada studi dalam bentuk tesis yang
dilakukan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif
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Kasim Riau. Namun demikian, di Perguruan Tinggi lain ada beberapa studi yang
pernah dilakukan terkait dengan pernikahan ulang bagi wanita hamil.
Studi pertama dilakukan oleh Ali Rosyidi, berjudul Studi Analisis
Tajdidun Nikah Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, di Fakultas
Syari’ah IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 2008. Permasalahan yang
diangkat : (1) Pelaksanaan tajdidun nikah yang dilaksanakan oleh KUA
kecamatan Sale, (2) Pelaksanaan tajdidun nikah yang dilakukan oleh KUA
kecamatan Sale menurut hukum positif dan hukum Islam.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research),
sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder, dalam pengumpulan
data di lapangan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. data
terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif klinis. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa KUA kecamatan Sale dalam
menyelenggarakan tajdidun nikah menggunakan dasar hukum pada Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat (1). Hukum dari dari adanya
pelaksanaan tajdidun nikah ini adalah wajib dan alasan masyarakat melaksanakan
tajdidun nikah ini adalah untuk mendapat pelegalan nikah dari KUA Kecamatan
Sale, sehingga ada kejelasan hukum positif yang mengayominya jika terdapat
persoalan dikemudian hari. Dengan memperhatikan, subjek, objek dan lokasinya,
studi ini berbeda dengan studi yang sedang penulis lakukan.
Studi kedua dilakukan oleh Joko Supriyanto, berjudul Status Hukum
Perwalian Anak Dari Hasil Perkawinan Wanita Hamil ( Menurut Kompilasi
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Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan 1974 Dan Pendapat Para Fuqaha),
di Fakultas Syari’ah Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 2008.
Permasalahan yang diangkat : (1) tatus hukum perwalian anak dari hasil
perkawinan wanita hamil dan faktor-faktor penyebab terjadinya hamil karena
zina serta akibat hukum yang ditimbulkannya, (2) Apakah sudah sesuai dengan
Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan pendapat para fuqaha mengenai hal ini.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research),
sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder, dalam pengumpulan
data di lapangan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. data
terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan hamil karena zina di adalah:
pergaulan bebas, hiburan malam, ekonomi. Selanjutnya, alasan masyarakat
mengenai hamil karena zina adalah karena kurang pengawasan dari orang tua
serta pemahaman agama yang kurang. Akibat hamil karena zina tersebut alasan
terbanyak adalah orang tua tidak merestui hubungan keduanya, padahal secara
ekonomi mereka mampu. Dalam analisa ini juga ditemukan akibat hamil di luar
nikah, yang mereka lakukan lakukan adalah perkawinan sirri atau tanpa seijin
pengadilan. Secara hukum perkawinan mereka tidak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan memperhatikan,
subjek, objek dan lokasinya, studi ini juga berbeda dengan studi yang sedang
penulis lakukan.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu
metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,
suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.20 Di
samping itu, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian dengan pendekatan
kualitatif, yaitu  model penelitian dengan mengutamakan bahan-bahan yang
sukar diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lainya yang
bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam
masyarakat.21 Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainya,
seperti tentang kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan
sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisanya bersifat
Kualitatif. Penelitian ini cocok dalam penelitian kualitatif yang sifat dari masalah
yang diteliti, yaitu yang berhubungan dengan prilaku seseorang atau studi
kasus.22 Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan
memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Data berasal dari
bermacam sumber biasanya dari wawancara dan pengamatan. Peneliti di sini
20Ny. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta
: Bina Aksara, 2009), hlm. 11.
21Ibid., hlm. 12.
22Lexy J. Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya,
1997), hlm. 4.
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mengumpulkan data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga para
Informannya dibiarkan berbicara, tujuan adalah mendapatkan laporan apa
adanya. Kemudian kondisi yang diuraikan harus relapan, khususnya dengan
situasi yang ada, jadi teori dapat dijadikan sebagai kendali (kontrol) atas
perlakuan terhadap fenomena yang ada.23
Metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar
(natural setting) dan data yang dukumpulkan umumnya bersifat kualitatif.24 Oleh
karena itu dalam hal ini tidak boleh mengesolasikan individu atau organisasi ke
dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari
satu kesatuan.25 Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan
grounded theory, yakni teori yang timbul dari data bukan dari hepotesis-
hepotesis seperti dalam metode kuantitatif. Atas dasar itu penelitian bersifat
generating theory bukan hypothesis-testing, sehingga teori dihasilkan berupa
teori subtantif.26 Selanjutnya Sudjana menyebutkan bahwa penelitian kualitatif
sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok
peneliti dalam bidang ilmu sosial, seperti : Sosiologi, Antropologi, dan sejumlah
penelitian perilaku lainnya.27
23Ibid., hlm. 5.
24Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi
Aksara, 2003), hlm. 81.
25Lexy. J.Maleong, op. cit., hlm. 6.
26Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru
Algensindo, 2001), hlm.195.
27Ibid., hlm.196.
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2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, yang terdiri dari 16
Kecamatan dan Kantor Urusan Agama.
3. Objek, Sampel dan Informan Penelitian
Objek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Rokan Hulu, Ketua MUI, Ketua MDI, Kepala Kantor Urusan Agama,
Ulama, Kepala Desa dan Lurah dan Masyarakat. Dalam pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan Tehnik Purposive Sampling, dengan terlebih
dahulu mengklasifikasi objek menurut jenis dan kelompok. Untuk lebih jelasnya
kedaan objek dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
TABEL 1.2
KEADAAN OBJEK DAN SAMPEL
NO. SUB OBJEK OBJEK SAMPEL PERSENTASE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kakan Kemenag
Ketua MUI
Ketua MDI
Ka. KUA
PPN
Ulama
Lurah
Kepala Desa
Pasangan Nikah Hamil
di Luar Nikah
Masyarakat
1
1
1
16
16
16
6
150
10
475.011
1
1
1
8
8
8
6
30
10
476
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
100,00
20,00
100,00
1,00
JUMLAH 475.388 550 -
Selain objek dan sampel penelitian, penulis menggunakan key informan
sebagai informasi pendukung dari beberapa informan, yang terdiri dari : 10 orang
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Kepala Kantor Urusan Agama, 10 orang Pegawai Pencatat Nikah dan 10
Pasangan Nikah Hamil di Luar Nikah.
4. Sumber Data
Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat
dikelompokkan kepada :
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara
langsung dari responden dan informan penelitian melalui lembar angket dan
wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait dengan persepsi
masyarakat tentang status hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut
Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Rokan Hulu, dan pelaksanaan pernikahan
ulang bagi wanita hamil karena zina dalam kehidupan masyarakat menurut
Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Rokan Hulu.
b. Data Skunder
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui
sumber lain berupa buku, hasil penelitian, laporan dan karya tulis yang
menunjang objek yang diteliti, terkait dengan persepsi masyarakat tentang status
hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam,
dan pelaksanaan pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina dalam
kehidupan masyarakat menurut Kompilasi Hukum Islam, termasuk data terkait
dengan profil Kabupaten Rokan Hulu.
5. Teknik Pengumpulan Data
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Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data
sebagai berikut :
a. Angket ;dilakukan dengan  penyebaran angket kepada responden penelitian
sesuai dengan lembaran angket untuk memperoleh data tentang pernikahan
wanita hamil karena zina menurut Kompilaasi Hukum Islam yang terjadi
dalam masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
b. Wawancara ; melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden
penelitian sesuai dengan pedoman wawancara untuk memperoleh data
tentang pernikahan ulang wanita hamil karena zina menurut Kompilasi
Hukum Islam yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu,
c. Studi Dokumentasi : dilakukan cara mengumpulkan dokumen dan arsip
tentang pernikahan ulang wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi
Hukum Islam.
7. Tehnik Analisis Data
Setelah data-data diperoleh, kemudian data dikelompokkan berdasarkan
jenis dan sumbernya, penganalisaan data menggunakan metode deskriptif, yaitu
menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori
yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif
selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat
disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan
diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk memperoleh makna dan implikasi
hubungan yang ada. Analisis induktif dimulai dengan terlebih dahulu
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merumuskan sejumlah permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan yang
dijadikan tujuan penelitian. Beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan
utama telah dikemukakan dalam perumusan masalah, akan tetapi pertanyaan-
pertanyaan yang lain dapat digali melalui wawancara, atau observasi di lokasi
penelitian sehingga dapat mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau
intuisi dari para pelaku yang terlibat.
